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Absiruci
The recent Burma election has drawn international criticism for its aim to legitimize the
prolonged reign of military 's role in militarized civilian role. While there have been different
responses from ASEAN and neighbouring countries, transnational civil society in the region
reacted along similar tone of condemnation. The ultimate goal of this essay is to analize how
both sides played their role on the issue of Burma’s transition and how they reacted to the
election itself. The result indicates that ASEAN arid neighboring countries remain incoherent
and rather faible on their political support to democracy in Burma, given conflict of interests
withm the organization. On the other hand, albeit its strong advocacy, the efforts of
transnational civil society in ASEAN to advance the issue faced difficulties in several ways.
Drawing on obstacles on both sides, one way forward is to seize such post-election
momentum through promoting the National Reconciliation agenda in a cooperative manner.

Keywords’. Burma, election 2010, ASEAN, transnational civil society

Pendahuluan
Tujuan utama dari tulisan ini adalah menganalisis sikap dan peran ASEAN serta
masyarakat sipil transnasional pro-demokrasi Burma di ASEAN dalam mewujudkan transisi

demokrasi di Burma pasca-pemilihan umum (pemilu). Untuk mencapai tujuan tersebut,
tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, tulisan ini menjabarkan sikap negara anggota
ASEAN terhadap pemilu Burma dan pemerintahan junta militer pada umumnya. Kedua,

tulisan ini melakukan tiniauan atas peran masyarakat sipil transnasional dalam
memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Burma, serta hambatan yang
118
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Sikap ASEAN Terhadap Pemilu dan Pemerintahan Junta Milker
ASEAN turut menyayangkan pemilu Burma yang tidak transparan dan meneruskan
catatan rekayasa pemur.gutan suara di masa referendum konsitusi tahun 2008. Bagi ASEAN,

Burma merupakan isu penting karena pelanggaran HAM-nya yang intensif. Di negara di

mana sepertiga penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, SPDC melancarkan aksi
pembungkaman pers, diskriminasi terhadap etnik minoritas seperti Karen dan Rohingya,

pelatihan militer bagi anak di bawah urnur, kekerasan seksual militer terhadap wanita dan
anak-anak, serta kerja paksa. Militer pun mengganjar para pekerja kemanusiaan Siklon

Nargis tahun 2009 dengan hukuman 15-29 tahun penjara.
Berdasarkan catatan pelanggaran HAM ini, maka ASEAN -sebagai organisasi antar-

pemerintah regional- dinilai memiliki pengaruh signifikan untuk mendorong pemerintahan
junta militer agar memperbaiki rekain jejaknya yang buruk pada bidang HAM. ASEAN
dinilai memiliki wewenang politik dan moral untuk inelakukan hal lersebut.

Bagi kalangan internal ASEAN (level negara maupun masyarakat sipil) dan

komunitas intemasional (PBB dan Uni Eropa), pintu ASEAN untuk masuk dalant isu Burma
adalah desakan atau advokasi transisi demokrasi. Terlebih lagi, negara-negara anggota

ASEAN telah menyepakati bahwa pada tahun 2015 akan terbentuk ASEAN Political and
Security Community (APSC) yang mendorong pembangunan politik berdasarkan prinsip

demokratis, rule of law, good governance, dan penghargaan serta perlindungan terhadap

HAM.5 Jika masalah Burma tak kunjung selesai, masa depan ASEAN adalah taruhannya. Isu
Burma merupakan indikator guna mengukur keberhasiian ataupun kegagalan ASEAN dalam
menegakkan regulasi serta prinsip-prinsipnya sendiri.6
Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai sikap ASEAN terhadap isu HAM
-atau secara umum. isu sosial politik- di Burma. Poin penting yang dibahas secara kritis
adalah haranan dan optimisme yang ditujukan kepada ASEAN dalam mendorong demokrasi

serta penghormatan terhadap HAM di Burma.
Pada dasamya, Burma bukanlah satu-satunya negara anggota ASEAN yang menganut

sistem politik tertutup, pemerintahnya dikuasai militer -atau mesti mendapat pengakuan dari
militer-, dan memiliki catatan penghargaan HAM yang buruk. Meski dalam pemilu 2010

Burma berusaha menganut sistem politik terbuka, yakni dengan keikutsertaan banvak partai,
dalam kenyataannya USDP -partai pro-pemerintah- merupakan kekuatan tunggal yang
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menguasai pemilu serta, secara umum, menentukan kehidupan sosial-politik di Burma. Para

anggota legislatif dari USDP melakukan kolaborasi dengan militer guna mempertahankan

kekuasaan SPDC. Kondisi yang kurang-lebih serupa terjadi di Laos dan Vietnam. Dengan

lebih terang-terangan, kedua negara tersebut menganut ideoiogi komunis dengan satu partai

penguasa (partai komunis). Jikapun ada kelompok oposisi --yang sebenamya sulit untuk
berkembang -, mereka pada dasamya tetap berada dalam partai komunis namun dengan faksi

yang berbeda dari faksi arus-utama.
Selanjutnya, ientang kekuasaan militer dalam pemerintah. Burma juga bukanlah satusatunya negara di ASEAN yang dikuasai oleh militer, meski patut dikemukakan sedari awal

bahwa derajat keterlibatan militer dalam pemerintah di Burma relatif lebih besar jika
dibandingkan dengan kelompok militer di negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia,

Filipina, dan Thailand merupakan contoh kelompok negara demokratis ASEAN dengan

posisi kelompok militer yang kuat dan penting di dalam pemerintah. Di ketiga negara tersebut

-dalam konteks historis yang berbeda-, militer bukan saia terlibat aktif dalam ialannva
pemerintah dan bisnis, melainkan pernah pula merebut -atau berusaha merebut- kekuasaan
pemerintah dari tangan pemimpin sipil (kudeta).7

Dalam hal pelanggaran HAM, terdapat tren yang menyebutkan bahwa pemerintah
yang dikuasai oleh militer cenderung lebih sering dan terbuka kemungkinan untuk

mengabaikan serta melanggar HAM warga negaranya sendiri. Burma termasuk dalam tren
tersebut, bersamn dengan -misalnya- Korea Utara. Namun, perlu diperjelas bahwa

pelanggaran HAM’ bukanlah fenomena eksklusif dan terbatas bagi negara otoriter atau junta
militer. Selain itu, terminologi ‘penghargaan atas HAM’ dan 'pelanggaran HAM’ memiiiki

berbagai makna dengan spektrum yang luas. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pada
negara demokratis pun pelanggaran serta pengabaian HAM oleh negara kepada warganya
sendiri dapat ditemui; hal yang membedakannya terletak kepada sekeras apa negara

melanggar HAM warganya dan hak asasi apa yang dilanggar. Pemahaman ini penting
diperhatikan guna memahami bagaimana HAM menjadi sebuah ‘wacana pohtik yang

dikonstruksi’ pada level intemasional.

Dalam konteks negara demokratis maju, AS pada masa administrasi pemerintahan
George W. Bush, Jr. dapat diambil sebagai contoh. Melalui Undang-undang The PATRIOT
yang disahkan pada Oktober 2001, pemerintah AS dapat melakukan penyadapan,

pengnwasan, dan membuka catatan media, tabungan, dan kartu kredit, dengan tanpa
sepengetahuan warga yang disadap/diawasi dan pemilik catatan medis/tabungan
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tersebut.8 Di
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Indonesia dan Filipina sebenamya berusaha untuk tampil sebagai negara demokratis

yang progresif dalam menyikapi isu Burma. Dengan kata lain, Indonesia dan Filipina ingin
menjadi moral force yang mendorong keterbukaan politik di Burma. Pada pertengahan 2009,

Indonesia dan Filipina mengecam serta menyatakan kekecewaan atas keputusan pengadilan
Burma memperpanjang masa tahanan Aung San Suu

Kyi.11 Perpanjangan tersebut didasari

tuduhan bahwa pemimpin NLD tersebut melanggar peraturan tahanan rumah. Aung San Suu
Kyi diputus bersalah karena menerima kunjungan warga negara asing (John Yettaw, warga
negara AS).
Namun, kecaman Indonesia dan Filipina tersebut kehilangan gaungnya karena
temyata Laos dan Vietnam memiliki pendapat berbeda. Laos dan Vietnam berpandangan
bahwa pengadilan terhadap Aung San Suu Kyi merupakan urusan internal

Burma.12

Oleh

karena itu, Laos dan Vietnam tidak memiliki kepentingan untuk berkomentar serta

mengkritisi hasil pengadilan. Junta militer Burma pun seperti mendapat angin karena Cina
berbagi pandangan dengan Laos serta Vietnam. Cina menyatakan bahwa komunitas

intemasional sehaiusnya menghormali pengadilan Burma. Selain itu, Cina pun tidak akan
mendukung sanksi yang diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB menyangkut isu Burma.

Dokungan Cina membuat persoalan Burma menjadi makin rumit bagi ASEAN. Cina,
meski bukan negara anggota ASFAN, menanamkan pengaruh yang mendalam di kawasan
Asia Tenggara. Bagi negara-negara berkembang, iak terkecuali para anggota ASEAN,

strategi pembangunan yang mengombinasikan semi-free market dan illiberal political system
ala Cina menjadi rujukan tersendiri di luar resep 'ncoliberal' yang dipromosikan oleh AS dan

organisasi fmansial intemasional, seperti WTO, IMF, serta Bank

Dunia.13

Negara anggota

ASEAN merapat pada Cina guna merasakan trickle down effect dari kemajuan ekonomi Cina.

Dalam perkembangannya, pengaruh Cina mulai menjaiar ke ranah sistem politik (preferensi

sistem politik). Negara berkembang melihat bahwa pembangunan berbasis sistem pasar tidak
hams beriringan dengan sistem politik aemokrasi. Malah sebaliknya, demokrasi dinilai
memiliki biaya yang terlalu besar bagi pembangunan, terutama soal instabilitas domestik

(contohnya, kericuhan politik di parlemen yang kontraproduktif dengan kebutuhan stabilitas

para pelaku pasar serta investor).

Dalam konteks isu HAM di Burma, Cina serta beberapa negara anggota ASEAN khususnya dengan kelompok negara demokratis dalam ASEAN- seringkali berbeda
pendapat. Selain dalam kasus perpaniangan masa penahanan Aung San Suu Kyi pada tahun

2009, perbedaan pendapat terjadi pula menyangkut isu pemilu Burma baru-baru ini. Cina
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Selanjutnya pada level ASEAN, organisasi regional tersebut tidak mampu berbuat
banyak, selain mengeluarkan pemyataan keras atau kecaman, dalam memaksa junta militer

untuk berbenah diri. Prinsip non-intervensi dalam Piagam ASEAN menyebutkan bahwa

sesama negara anggota tidak diperbolehkan mencampuri urusan internal masing-masing.19
Prinsip ini, meski tujuannya jelas dan menghormati kedaulatan, seringkali menjadi batu

penghalang dan tidak relevan dalam isu Burma karena pelanggaran HAM di Burma dinilai
sudah keterlaluan dan sistematis, serta sudah menjadi perhatian intemasional. Meski
demikian, prinsip non-intervensi harus tetap ditaati termasuk untuk konteks Burma, selama

prinsip tersebut belum diubah atau dihilangkan dari Piagam ASEAN.
Dengan adanya piinsip non-intervensi, maka selama ini pendekatan ASEAN dalam

menghadapi Burma adalah pendekatan merangkul yang disebut ‘constructive engagement.’
Strategi ini berkebalikan dengan pendekatan sanksi embargo dari negara-r.egara Barat dan

UE. Melalui constructive engagement, ASEAN lebih memilih untuk merangkul Burma dan
terus melibaikan Burma dalam relasi kerjasama ekonomi maupun politik-keamanan. Cara
dialog ini, atau 'ASEAN Way,' dipandang lebih akomodatif dan membuat junta militer tetap

berada di meja perundingan, dibandingkan dengan penerapan sanksi embargo yang membuat
junta militer berpaling serta berlindung kepada negara-negara emerging power yang tidak
terlampau risau dengan isu HAM di Burma, seperti misalnya Cina dan India.
Bagaimanapun, pendekatan constructive engagement belum mengbasilkan outcomes
yang positif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat Burma. Selain memakan waktu

yang lama, perubahan yang terjadi pun terjadi secara perlahan dan kompromistis. Pemilu
2010 pada derajat tertentu bisa dikatakan sebagai salah satu pencapaian constructive

engagement oleh ASEAN. SPDC akhimya bersedia menepati janji menyelenggarakan

pemilu, namun pemilu 2010 sulit untuk dikatakan demokratis, inklusif, serta terbuka menurut

standar intemasional maupun regional.
Berdasarkan pengalaman tersebut, ASEAN tampaknya mesti lebih genear mendorong

perubahan di Burma -dan negara demokrasi illiberal lainnya di kawasan- dengan cara
memberikan pemahaman konstruktif dan komprehensif bahwa apa yang dimaksud dengan

‘demokrasi" dalam Piagam ASEAN dan Roadmap ASEAN Community 2015 adalah
‘demokrasi substansial’ yang berdasarkan good governance, rule of law, penghargaan serta
perlindungan atas HAM, dan bukan semata ‘demokrasi prosedural’ (pemilu dan sistem multi-

partai).20
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Peran Masyarakat Sipil Transnasional dalam Isu Burma

Para akademisi hubungan intemasional kerap mengkaitkan gerakan masyarakat sipil
transnasional dengan

mengarusuiamanya

ide-ide hijau, kesctaraan global, intervensi

kemanusiaan, dan HAM. Faktanya, advokasi jaringan akar rumput lintas batas negara ini

tidak dapat dipisahkan dari terealisasinya kesepakatan intemasional yang melarang uji coba
komprehensif senjata nuklir (1996), penggunaan ranjau darat (1997), dan penvelamatan
jantung hutan Kalimantan (2007). Masyarakat sipil dipandang sebagai “ third force” dalam
politik global, terutaina apabila negara tidak dapat menciptakan tatanan reformasi norma dan
institusi sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara khusus, berbagai literatur telah pula menjelaskar. pengaruh masyarakat sipil
transnasional pada penetapan standar HAM dan demokrasi di seluruh dunia. Demokrasi di
sini mengacu pada prosedur untuk memilih otoritas pemerintahan (kompetitif, pemilu
multipartai, partisipasi publik di dalam politik), prinsip liberal (hak-hak sosial. politik,
ekonomi agama), dan mekanisme untuk membatasi kekuasaan pemerintah terhadap

masyarakat dan

individu.21 Masyarakat sipil kerap

dilihat sebagai produsen nilai serta moral

independensi, dan terciptanya kondisi sosial yang mendukung tercapainya nilai demokratis

yang lain. Dalam perjuangannya, mereka diikat oleh nilai dan ide bersama mengenai elemen
apa saja yang dibutuhkan untuk menjadikan demokrasi dan HAM sebagai barang publik
[public poods).

Dalam konteks regional, munculnya gerakan masyarakat transnasional pro-HAM dan

demokrasi Bunna tidak terlepas dari menguatnya kesadaran dan partisipasi politik di
kawasan. Mengambil Indonesia sebagai contoh, gerakan masyarakat sipii tumbuh subur

seiring dengan liberalisasi ekonomi dan politik pasca 1998 yang memicu lahimya kelas
menengah baru.
Terkait dengan isu Burma, dalam dua dekade terakhir beragam asosiasi masyarakat

sipil lafcir untuk menggalang perhatian dan dukungan intemasional bag; penegakan RAM dan
demokrasi di negara tersebut. Masyarakat sipil yang umumnya berbentuk NGOs (non¬

governmental organizations) ini tidak hanya berbasis di Asia Tenggara, melainkan juga di

negara-negara lain seperti Eropa dan AS. Momentum awal mencuatnya gerakan pro-

demokrasi ini adalah ketika junta militer tidak mengakui kemenangan NLD pimpinan Aung
San Suu Kyi sebagai partai pemenang pemilu 1990. Sejak itu, selama dua puluh tahun
terakhir asosiasi masyarakat sipil intensif mengecam serangkaian teror politik serta kekerasan
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yang dilancarkan junta militer. Hal ini khususnya terkait dengan beberapa peristiwa
kontroversial, seperti penyerangan yang diduga mentargetkan Suu Kyi (2003), Revolusi

Saffron (2007), Siklon Nargis (2008), dan disahkannya konstitusi Burma (2008),
Sesaat sebelum pemilu, Solidarity for Asian People’s Advocacy (SAPA) Task

Fÿrce

on ASEAN & Burma, menyerukan tiga kondisi awal yang narus dipenuhi junta guna

mewujudkan pemilu yang demokratis, yakni pembebasan scmua tahanan politik, tinjauan
terhadap konstitusi 2008, serta partisipasi Aung San Suu Kyi, NLD, dan kelompok etnik

dalam

pemilu.22

Pesan ini serupa dengan pemyataan ASEAN serta PBB yang juga

menginginkan pemilu yang adil dan inklusif. Narnun demikian, seperti sudah dapat

diprediksi, langkah jaringan aktor masyarakat sipil yang berasal dari Burma ini terhenti
seiring dengan keengganan SPDC membuka jalur dialog.

Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa posisi dan pandangan politik masyarakat sipil pada
dua tahun terakhir mengalami perubahan yang kentara. Pada awalnya masyarakat sipil

menempuh jalur yang lebih agresif dalam advokasinya. Namun seiak 2009 lalu. tica
kelompok masyarakat sipil yang semula menentang pemerintah, yakni Liga Perempuan
Burma, Forum Demokrasi di Burma, dan Dewan Etnik Nasional tnengaiukan “Proposal

untuk Rekonsiliasi Nasional” sebagai pemyataan bersama mengenai ajakan berdialog dan
bekerjasama dengan rezim bagi kebaikan masyarakat

Burma.23 Hal ini pada awalnya cukup

mengejutkan bagi organisasi akar rumput lokal dan intemasiona!, karena platform perjuangan

mereka semula tergolong keras dalam menentang pemerintah. Sikap yang serupa dengan
semangat constructive engagement di tingkat ASEAN tersebut menggambarkan salah satu ide
transisi demokrasi yang berkembang di tingkat domestik. Wacana rekonsiliasi ini bergulir
dan disambut masyarakat sipil pro-demokrasi di luar Burma, dengan harapan bahwa hal

tersebut dapat membangun landasan yang kokoh bagi state building negara.
Kini, pemilu 2010 merupakan momentum penanda terbaru yang menorehkan harapan

bagi banyak pihak, termasuk masyarakat sipil iransnasional. Pasca-pembebasan Aung San
Suu Kyi yang hanya berjarak seminggu setelah pemilu, publik domestik dan intemasional

tampak antusias dengan kemungkinan rencana rekonsiliasi nasional. Pada pidato publik
perdananya, Aung San Suu Kyi menyerukan keinginannya untuk berdialog dengan junta guna
membahas agenda tersebut. Ia mengatakan akan tetap berjuang demi penegakan hukum dan
HAM di Burma, dan untuk itu, ia siap bekerjasama dengan “siapa saja,” termasuk USDP.

Pemenang Nobel Perdamaian 1991 ini pun merencanakan pertemuan dengan para para
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pemimpin etnik grup yang menentang pemerintah, sebagai upaya awal menuju revolusi

damai.24
Di sisi lam, masyarakat sipil transnasional pro-demokrasi Burma juga menyadari

bahwa periode ini sejatinya merupakan saaf-saat yang “berbahaya,” seperti diungkapkan oleh
Network for Democracy and Development in

Burma?'

Menilik ke belakang, kembalinya

Aung San Suu Kyi ke Burma pada tahun 1988 diakhiri dcngan serangkaian upaya koersif

pemerintahan Ne Win terhadap para suporter demokrasi, sehingga menyebabkan jatuhnya

ribuan korban tewas. Miskalkuiasi junta berlanjut pada pemilu 1990 ketika terbukti bahwa
teror yang mereka lancarkan justru menaikkan popularisme Aung San Suu Kyi dan NLD di

tengah masyarakat.

Dalam

melancarkan

aksinya,

masyarakat

transnasionai

pendukung

Burma

menggunakan forum konsultasi di tingkat regional untuk melakukan lobi. ASEAN pun
sebenamya mewadahi gerakan masyarakat sipil di kawasan untuk berdialog, dan untuk

kemudian mcmberikan poin rekomendasi kepada forum formal di tingkat

pertemuan antar

menteri. Fasilitasi aliansi pendukung Burma ini terlihat dalam penyelenggaran ASEAN
Peoples ' Forum, konferensi tahunan masyarakat sipil. APF adalah agregasi perjuangan

bermacam organisasi berbasis komunitas, pergerakan perempuan, anak-anak dan pemuda,
kaum difabel, pekerja migran, masyarakat adat, dan vulnerable groups lainnya. Salah satu
dari pokok kesepakatan APF ke-4 di Bangkok pada Februari 2009 adalah seruan untuk
melepaskan seluruh tahanan politik, menvelesaikan krisis yang melanda pengungsi Rohingya,
menghentikan kebijakan diskriminasi etnik, pemerkosaaan sistematis, serta tentara anak.26

Untuk merealisasikan hal diatas, Task Force for ASEAN and Burma (TFAB)
mengemukakan bahwa Pertemuan Tingkat 1 tnggi ASEAN selevel menteri atau kepala negara
semestinya tidak hanya sekadar mendiskusikan ’isu panas’ ( hot issue) di Burma saja,

melainkan secara langsung membahas pokok-pokok pelanggaran Burma terhadap Piagam
ASEAN 2008.

27

Lebih lanjut, TFAB menyerukan bahwa pada kasus di mana teriadi

pelanggaran berat atau ketidak.patuhan (Burma) pada Piagam ASEAN, hal tersebut haras
ditindaklanjuti dalam forum ASEAN Summit.

Pemyataan di atas sebenamya merupakan kritikan masyarakat transnasional terhadap

ASEAN yang dinilai iamban dan tidak tegas dalam menyikapi isu Burma. Masyarakat sipil
transnasional pendukung Burma menyadari bahwa karena konflik kepentingan antar anggota,
ASEAN tidak dapat mengambi! langkah lebih jauh
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I

keprihatinan. Pada faktanva, pada KTT ASEAN

Pcnutup: Peran yang Dapat Diambil oleh ASEAN dan Masyarakat Sipil Transnasional

Belajar dari pengalaman terdahulu, pemerintahan baru di bawah USDP agaknya akan

lebih berhati-hati, baik dalam menyikapi ajakan berdialog maupun dalam mengambil langkah

oposisi dan penindasan seperti biasanya. Dalam skenario terbaik, junta lebih menyadari
signifikannya pengaruh Aung San Suu Kyi terhadap meluasnya gerakan massa di kalangan

domestik dan mancanegara. Sementara itu, disadari bahwa upaya kekerasan adalah pdihan
berharga mahal bagi rezim yang tengali berupaya mendapatkan legitimasi intemasional.
Dengan latar belakang tersebut, ASEAN pada dasamya berhadapan dengan
momentum baik

untuk mendorong proses demokrasi terjadi secara lebih progresif di Burma.

Namun, dengan catatan bahwa momentum tersebut dimanfaatkan dengan advokasi satu suara
serta kompak dari ASEAN. Selama ASEAN masih memiliki pendapat yang berbeda-beda

menyangkut Burma, maka pemerintahan junta militer tidak akan terlalu menganggap serius

segala kecaman atau pemyataan keras dari ASEAN.
Bagaimanapun, terlepas dari segala pesimisme menyangkut ASEAN, apa yang bisa
dilakukan oleh ASEAN dan kelompok negara demokratis, seperti Indonesia dan Filipina,
dalam jangka waktu dekat ini adalah mendorong junta militer (SPDC) atau pemerintahan
pasca-pemilu -yang dikuasai USDP- untuk merespor. ajakan dialog rekonsiliasi nasional dari
Aung San Suu Kyi. Tekanan dari ASEAN ini kiranya akan semakin kuat apabila PBB serta

Uni Eropa pun menyuarakan tuntuntan yang sama. Lebih jauh lagi. ASEAN atau PBB bisa

saja menawarkan diri untuk menjadi fasilitator atau mediator bagi dialog di antara Aung San

Suu Kyi, oposisi, serta kelompok etnik nnnoritas dengan junta militer tersebut.

Selain itu, ASEAN dan komunitas intemasional sudah saatnya memikirkan strategi
bersama untuk menghadapi pemerintahan Burma pasca-pemilu. Adanya pendekatan yang

berbeda dalam menghadapi Burma, yakni constructive engagement dari ASEAN dan
pendekatan embargo dari AS serta Uni Eropa pada dasamya melemahkan serta menegasikan
tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Inisiatif mungkin bisa dimulai dari ASEAN untuk

berbicara kepada AS dan Uni Eropa, atau tidak tertutup kemungkinan juga dengan Cma,
mengenai penghentian embargo karena strategi tersebut tidak melemahkan kekuasaan serta

legitimasi pemerintahan junta militer, melainkan menyengsarakan rakyat Burma dan

membuat Burma semakin terkuci! dari pergaulan intemasional. ’Isolasionisme ekstemal’ isolasi oleh dunia intemasional- membuat Burma semakin inaccessible dan memperkuat
propaganda junta terhadap masyarakat domestik bahwa ’orang luar’ (negara Barat) berbuat
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jahat terhadap Burma.31 Selanjutnya, kepada Cina, ASEAN mesti mendesak negara emerging

power tersebut untuk mengambil peran konstruktif dan lebih bertanggungjawab dalam urusan
Burma, secara khusus, dan urusan ui Asia Tenggara, secara umum. Dukungan Cina terhadap

proposal rekonsiliasi nasional yang diajukan kekuatan oposisi Burma dapat menjadi satu
penanda positif bahwa Cina kini -dan pada masa mendatang- bisa diharapkan menjadi
benevolent power dalam politik intemasional.
Seperti negara-negara

ASEAN, masyarakat sipil

transnasional

di

kawasan

menggarisbawahi bahwa jalan menuju demokrasi di Burma masih panjang. Mereka melihat

pemilu di Burma adalah lebih baik daripada tidak sarna sekali, dan mengharapkan bahwa
Burma akan bergerak menuju arah transisi demokratis sebagaimana negara-negara lain di

Asia. Masyarakat sipil berharap bahwa era pasca-pemilu ini akan diwamai dengan
keterbukaan Burma terhadap dunia luar, dan ierciptanya lebih banyak ruang bagi masyarakat
sipil untuk bertumbuh.
Penting bagi masyarakat sipil untuk memanfaatkan momentum pasca-pemilu ini demi

mewujudkan agenda rekonsiliasi nasional. Aung San Suu Kyi akan tetap menjadi simbol
demokrasi yang diharapkan dapat mempersatukan upaya advokasi masyarakat sipil di dalam
dan luar negeri menuju transisi damai. Hal ini penting untuk membangun pesan advokasi

yang koheren, kuat, dan bergaung di tingkat regional. Dalam upayanya, masyarakat sipil
perlu memperkuat aliar.si dan penvampaian pemvataan bersama agar suara mereka lebih

didengar, baik oleh ASEAN maupun mitra terdekat junta militer, yakni Cina dan India.
Masyarakat sipil pun tidak dapat bekerja sendiri dalam melancarkan kampanyenya,
melainkan melalui kerjasama dengan aktor negara. Selain itu, mengingat junta tidak begitu
memandang ASEAN sebagai lokus terpenting dalam hubungan luar negeri mereka,
masyarakat sipil harus mulai kritis terhadap Cina dan India agar keduanya mendorong SPDC
mengadopsi langkah-langkah transisi demokratis dalam waktu dekat.

Daftar Pustaka
Jumal dan Buku
Beeson, M, ‘Civil Military Relations in Indonesia and the Philippines: Will the Thai Coup
Prove Contagious?’, Armed Forces & Society, Vol. 34 No. 3, April (2008)
Carey. P, From Burma to Myanmar: Military Rule and the Struggle for Democracy,

(London: Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, 1997)
Chee, C.H, ‘Democracy, Evolution and Implementation- An Asian Perspective’, dalam
Democracy and Capitalism: Asian and American Perspective. Robert Bartley et ai.,
(eds.). (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993)
GLOBAL Vol.10 No.2 Desember 2010 - Mei 2011

131

Artikel Koran

TEMPO, 15 November 2010.
The Jakarta Glohp: 18 November 2010.
Dokumen lain
Jakarta. ASEAN Secretariat. 2009. Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015.
Jakarta. ASEAN Secretariat. 2008. The ASEAN Charter.
Asian Human Rights Defender, Vol. 5, No. 1, May 2009.
Asian Human Rights Defender, Vol. 5, No. 2, September 2009
Asian Human Rights Defender, Vol. 5, No. 2, September 2009.
Human Rights Watch. 2010. World Report 2010.
Catatan Akhir
‘Burma. Harapan Demokrasi yang Pupus’, TEMPO, 15 November 2010.
2 ‘Obama: Burma
elections neither free nor fair', Washington Times (2010)
<www.washingtontimes.com/news/20 10/nov/7/obama-burma-elections-neither-ffee-nof-fairÿ

[diakses pada

pada 9 November 2010]
3
‘Public Interest in Polls Dims Political Parties’, Mizzima (2010) < www.democraticforumbi >rma.org> [diakses
pada 18 November 2010] dan ‘World Reacts to the Demise of Sim Kyi’s Party’, DVB (2010)
<wwv.'.burmaelectiGn20 1 0.com> [diakses pada 9 November 2010]
4 Margaret
Besheer, ‘I IN Urges Burma to Free Political Prisoners Before Elections’, VGA News (2010)
http://www.voanews.com/english/news/asia/UN-Urges-Burma-to-Free-Political-Prisoners-Before-Eleciions10064 141 9.html [diakses pada 15 November 2010]
5
Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 (Jakarta: ASEAN Secretariat, April 2009), him. 5-6.
6
Solidarity for Asian People’s Advocacy (SAPA) Task Force on ASEAN & Burma, “Burma: A benchmark for
ASEAN’s success or failure,” Asian Human Rights Defender, Vol. 5, No.2 September (2009), him. 19-20.
7
Mark Beeson, “Civil Military Relations in Indonesia and the Philippines: Will the Thai Coup Prove
Contagious?” Armed Forces & Society, Vol. 34 No. 3, April (2008).
8
The PATPJOT adalah singkatan dari The Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism.
9
Human Rights Watch, World Report 2010 (Human Rights Watch, 2010), him. 315-319.
10
Ibid , him. 343-346.
i:
Ed Johnson,’Free Suu Kyi, Run Fair Elections, ASEAN Tells Myanma’, Bloomberg (2009)
<http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=2060 1102&sid=aXrIMtBqhtCI#> [diakses pada 13 Agustus 2009]
dan ‘ASEAN Reaction Mixed on Myanmar Decision To Keep Suu Kyi in Detention’, Bernama (2009)
bemama.com/bemama/v5/newsworid.php?idÿ432 1 49> [diakses pada 13 Agustus 2009]
12
Peacerunning, ‘Free Suu Kyi call vetoed. Vietnam, Laos oppose ASEAN ‘interference” (2009)
<http://www.bangkokpost.eom/news/local/22057/ffee-si:ii-kvi-call-vetoed> [diakses pada 16 Agustus 2009]
13
Ignatius Wibowo, “China’s Soft Power and Neoliberal Agenda in Southeast Asia,” dalam Soft Power. China’s
Emerging Strategy in International Politics, Mingjiang I i (ed.), (Maryland: Lexington Books, 2009). him 212-

220.
14
Peter Simpson, ‘China says Foreign Governments Should Not Interfere in Burma’s Election’, VOA News
(2010) <http://www.voanews.com/englisVasia/China-savs-Foreign-Govemments-Should-Not-Tnterfere-inBurmas-Election- 1 0233 5094.html> [diakses pada 9 Oktober 2010]
15

16

Loc. Cit.
‘Burma’s elections and ASEAN responses’, IMNA (2010) <http://monnews.org/? p=l 093> [diakses pada 29

Oktober 20 1 0]
17

Loc. Cit.
18
Roberto Coloma, ‘Suu Kyi’s Release May Help Junta’s Economic Tiesm’, The Jakarta Globe, 18 November
2010, him. B3
19
Isi selengkapnya prinsip non-intervensi ASEAN, “ Non-interference in the internal affairs of ASEAN Member
States.” Lihat The ASEAN Charter (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), him. 6.
20
Isi selengkapnya tujuan Piagam ASEAN ayat ke-7, “7b strengthen democracy, enhance good governance and
the rule of law, and to promote and protect human rights and f:::f omental freedoms, with due regard to the
rights and responsibilities of the Member States of ASEAN.’’'' Isi prinsip kebebasan Piagam ASEAN,“ Respect for

GLOBAL Vol.10 No.2 Desember 2010 - Mei 2011

133

fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice.”
Lihat Ibid., him. 4-7.
21
Lihat Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy,” Foreign Affairs, Novembcr/Desember (1997),
him. 22-43. Lihat juga Chan Heng Chee, 'Democracy, Evolution and Implementation: An Asian
Perspective,’ dalam Democracy and Capitalism: Asian and American Perspective, Robert Bartley, et.al. (eds.)
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993), him. 1-26.
1A
Solidarity for Asian People's Advocacy (SAPA) Task Force on ASEAN & Burma, “Burma: A benchmark
for ASEAN’s success or failure, Asian Human Rights Defender, Vol.5, No.2 September (2009), him. 21 .
23
Ibid.
24
“Has Burma’s Genie Escaned the Bottle?” The Jakarta Globe, 18 November 2010.
25

Ibid.
26
“ASEAN Peoples’ Forum: Advancing a peoples’ ASEAN,” Asian Human Rights Defender, Vol. 5, No. 1,
May (2009), him. 22.
27
Solidarity for Asian People's Advocacy (SAPA) Task Force on ASEAN & Burma, him. 19.
28
Daniel Schearf, ‘ASEAN Summit: China, Japan Tensions Dash Hopes for Talks’, VOA News (2G10)
<\vww.voancws/english/news/asia/ASEAN-Summit-China-Japan-Tensions-Dash-Hopes-for-Tarks10631Q173.htm>

Idiakses pada 15 November 2010]
29
Ronald Aung Nai, ‘ASEAN Legislators Cry Justice in Burma’, Asia Calling (2010)
<www.asiacalling.org/index.php7option-com

content&view=article&id=1299%3Aasean-legislators-crv-for-

iustice-in-burma&catid=9S%3Aburma&Itemid=373&lang=en> [diakses pada

30

15 November 2010]

Peter Carey, From Burma to Myanmar: Military Rule and the Struggle for Democracy' (London: Research
Institute for the Study of Conflict and Terrorism, 1997), him. 5.
31
David I. Steinberg, Burma/Myanmar. What Everyone Needs To Know (New York: Oxford University Press,
2010), him.

134

148-157.

-

GLOBAL Vol.10 "No.2 Desember 2010 Mei 2011

